Lampiran 1

KUISIONER


KepadaYth.
Bapak/Ibu ………………………
Di
Bagian  Penganggaran 
Kabupaten/Kota/Propinsi
DKI Jakarta

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu sejenak meluangkan waktu untuk mengisi kuisioner ini.Tidak ada jawaban benar atau salah karena itu mohon jawaban apa adanya dan pastikan semua pertanyaan yang diajukan telahBapak/Ibu jawab. 
Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Nama	Responden	:…………………………	Tanggal Penyerahan:……………………..
No Responden		:…………………………	Tanggal Kembali    :……………………..
Jabatan			:…………………………
Unit Kerja		:…………………………

Catatan:
5	artinya sangat setuju		2 artinya tidak setuju
4	artinya setuju			1 artinya sangat tidak setuju
3	artinya ragu-ragu

Berilahtanda check list (√)  padabagian yang saudarapilihdaripernyataanberikutini:

1. AnggaranTerpadu (Unified Budget)
	No
	Pernyataan
	5
	4
	3
	2
	1

	
	
	SS
	S
	R
	TS
	STS

	1
	Integrasi seluruh proses perencanaan dan penganggaran
Pemerintah daerah melaksanakan penganggaran dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan kementrian negara/lembaga untuk menghasilkandokumen RKA-KL dengan klasifikasi anggaran belanja menurut organisasi, fungsi, program ,kegiatan dan jenis belanja.

	
	
	
	
	

	2
	Pemisahan Format dan struktur I-account yang baru dari belanja Negara
Format dan struktur I-account yang baru, belanja Negara tetap dipisahkan antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah.
	
	
	
	
	

	3
	Pemanfaatan Belanja Daerah
Belanja untuk daerah menampung seluruh pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah, yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

	
	
	
	
	

	4
	Dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian
Belanja untuk daerah berasal dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian
	
	
	
	
	

	5
	Pemisahan Antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah
Perubahan format T-Account dan I-Account yang baru belanja Negara tetap dipisahkan Antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah.
	
	
	
	
	

	6
	Jenis format dan struktur belanja Negara
Dengan adanya format dan struktur belanja Negara menurut jenis belanja maka tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin dan pembangunan
	
	
	
	
	





2. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework /MTEF)
	No
	Pernyataan
	5
	4
	3
	2
	1

	
	
	SS
	S
	R
	TS
	STS

	1
	Evaluasi Kebijakan.
a. Pemerintah daerah melakukan evaluasi kebijakan yang merupakan prasyarat mutlak bagi implementasi KPJM dengan penerapan paradigma Rolling budget.  
	
	
	
	
	

	
	b. Rolling  budget dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan  yang  telah ditetapkan untuk mengetahui apakah pada tahun anggaran selanjutnya masih tetap dilaksanakan atau dihentikan.

	 
	
	
	
	

	2
	Penyusunan prioritas. 
a. Pemerintah daerah melakukan penyusunan prioritas kembali berdasarkan hasil evaluasi pada tahap sebelumnya. 
	
	 
	
	
	

	
	b. Penyusunan prioritas kembali diatas perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan‐kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya
	
	
	
	
	

	
	c. Pada tahapan ini pemerintah akan mengetahui seluruh kebijakan‐ Kebijakan publik  yang  akan dijalankan pada tahun anggaran berikutnya,  baik berupa kebijakan‐kebijakan terusan/lanjutan maupun kebijakan‐kebijakan baru (new initiatives)  sehingga pemerintah dapat melakukan alokasi pendanaan anggaran sesuai dengan tingkat urgensinya pada tahapan selanjutnya.
	
	
	
	
	

	
	d. Dengan kebijakan di atas, pemerintah dapat melakukan alokasi pendanaan anggaran sesuai dengan tingkat urgensinya pada tahapan selanjutnya.

	
	
	
	
	

	3
	Proses Penganggaran. 
a. Pemerintah daerah,  akan melakukan  proses  penghitungan alokasi pendanaan masing‐masing kebijakan berdasarkan daftar prioritas kebijakan yang ada sesuai dengan sumberdaya anggaran
yang  tersedia.  
	
	
	
	
	

	
	      b.  Proses  penganggaran akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan: Jika merupakan kebijakan lanjutan maka identifikasi pendanaannya menggunakan asumsi pendanaan tahun sebelumnya ditambah dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap parameter-parameter yang ada. 

	
	
	
	
	

	
	c. Proses penganggaran akan dilaksanakan juga mempertimbangkan: Jika merupakan kebijakan baru maka identifikasi pendanaannya menggunakan metodologi penilaian kebutuhan (need assesment)dan penilaian ekonomi (economic appraisal)

	
	
	
	
	

	4
	Penetapan Baseline.
Yang dimaksud dengan Baseline dalam konteks ini adalah seluruh biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah pada saat Tahun Anggaran ini dan tahun‐tahun berikutnya dalam jangka menengah. Untuk itu pemerintah akan menetapkan baseline berdasarkan penjumlahan antara pendanaan kegiatan berjalan dan usulan kegiatan baru.

	
	
	
	
	

	5
	Penetapan  Parameter 
a. Pemerintah daerah menetapkan parameter adalah variabel ekonomi atau spesifik (terkait) program dimana pengelola/pelaksana operasional kebijakan& pemerintah tidak memiliki kendali untuk mempengaruhi harga atau biaya dari keluaran. 
	
	
	
	
	

	
	b. Dalam rangka menetapkan angka‐angka untuk prakiraan maju (forward estimate) digunakan2  jenis parameter, yaitu parameter  ekonomi dan  parameter  non ekonomi.  
	
	
	
	
	

	
	c. Kesepakatan dibutuhkan untuk menghasilkan dan mengaplikasikan perkiraan parameter  untuk prakiraan maju.  
	
	
	
	
	

	
	d. Pada dasarnya penetapan parameter  ini akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan resources envelope  yang  merupakan estimasi top down mengenai ketersediaan sumberdaya untuk pengeluaran publik yang konsisten dengan stabilitas makro‐fiskal.

	
	
	
	
	

	6
	Penerapan tiga tahun prakiraan maju. 
a. Pemerintah daerah menerapkan periode 3 (tiga) setelah tahun anggaran yang tengah disusun (t+3) diperkirakan cukup realistis.
	
	
	
	
	

	
	b. Konsep "rolling budget" akan dilakukan berbagai penyesuaian secara periodic untuk menghasilkan angka indikasi resource envelope yang relative akurat.  
	
	
	
	
	

	
	c. Tingkat  akurasi  yang  baik dalam proyeksi ketersediaan sumber daya akan memudahkan para perencana kebijakan untuk mendisain kebijakan yang relative lebih komprehensif,  karena dimensi waktu pencapaian sasaran secara konsisten akan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, dan tidak hanya berorientasi hanya kepada satu tahun anggaran semata.
	
	
	
	
	



3. Penganggaran Berbasis Kinerja

1. Perbandingan rencana dan realisasi masukan (input) kegiatan:
a. 1:1	b.<100%	c. >100%	
2.	Perbandingan rencana dan realisasi keluaran (output) kegiatan
	a. 1:1	b.<100%	c.>100%
3.	Persentase (%) pencapaian target hasil (outcome) program
	a. 100%	b.<100%	c.>100%
4.	Perbandingan antara yang biaya yang berlaku dengan standar biaya yang ditetapkan
	a. 1:1 b.<100%	c.>100%
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